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UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak
eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak
berlaku terhadap:

i penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait
untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk
keperluan penyediaan informasi aktual;

. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk
kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;

i penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk
keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah
dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan

iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan
ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau
produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku
Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak
ckonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) hurufi untuk
Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara
paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta
atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi
Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c,
huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00
(lima ratus iuta rupiah).
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah dan
pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku
yang berjudul “Pemerintahan dalam Konsep Otonomi
Daerah”. Pemerintah daecrah merupakan pihak yang menjalankan
roda perekonomian, pembangunan, dan pelayanan masyarakat
yang dituntut untuk dapat melaksanakan pemerintahan secara
transparan dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan
keuangan negaraagar dapat terciptanya pemerintahan yang bersih
yang bertanggung jawab dalam mewujudkan kesgahteraan
rakyat.

Tak lupa penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya
kepada semua pihak yang telah memberikan arahan dan bantuan
selama penulis menyelesaikan buku ini. Penulis juga
menghaturkan terimakasi h untuk teman-teman yang meluangkan
waktu untuk berdiskusi serta memotivasi penulis agar buku ini
dapat selesai lebih cepat.

Penulis berharap buku ini dapat bermanfaat. Namun, penulis
menyadari buku ini tak lepas dari kekurangan. Oleh karena itu,
penulis menyampaikan permohonan maaf serta terbuka untuk
kritik dan saran demi perbaikan di masa mendatang.



DAFTAR IS

KATA PENGANTAR ... [
DAFTAR IS .ottt i
BAB|I KONSEPPEMERINTAHAN DAERAH .................. 1
A. Pengertian Pemerintahan Daerah ..........c.ccccccovevenneee. 1
B. Sgjarah Pemerintah Daerah ..........ccccooeeveeinieeniennnne 5
C. Konsep Pemerintah Dagrah ... 8
D. Pengertian Pemerintahan dan Pemerintah................ 10
E. Unsur Pemerintahan Daerah.........cccceeeveeneeienenee. 16
F. Fungs dan Tugas Pemerintah Dagrah...................... 26
G. Dimensi Pemerintahan daerah..........ccccoeeveveiennnne. 28
H. Bentuk Pemerintahan Daerah.........cccocceveevveienicnee. 30
|. Keberadaan Pemerintahan Dagrah ...........ccccvenuennees 33
J. Latihan Soal.......cccooveiiiiieieeee e 42
BAB Il ASASPENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH.....cccooiiieeee 43
A. ASaS DEKONSENIIAS] ...cc.eerveeierierieesieeee e 43
B. Asas DesentraliSaSi .......ccccceevveeeneeneeeseeseeee e 53
C. Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas
Pemerintahan ..o 78
D. Ajaran Rumah Tangga Materiil ..........cccovevveveennennee. 90
E. Ajaran Rumah Tangga Formil.............cccooovviiieenennne. 91
F. Ajaran Rumah Tangga Riil .........ccccceveninineninenns 93
G. Asas Tugas Pembantuan............ccccceveevveveseesieennn, 99
H. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004................ 113

. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014................ 124

ii



J. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan
DaErah....c.coouee e 131
K. Latihan SOal ........ccovveririeeie e 135
BAB Il PEMERINTAH DAERAH DAN OTONOMI
DAERAH. ... 136
A. Pembentukan Pemerintahan Daerah....................... 136
B. Pengertian Otonomi Daerah ...........ccoceveeeveiiniennnn 138
C. Asas Umum Pemerintah Daerah dan Otonomi
D2 1< o S 139
D. Prinsip Otonomi Daerah ...........cccevvvceeieevieeiesnen, 140
E. Ciri-Ciri Daerah yang Berotonomi ..........c.cccceeeuens 141
F. Tujuan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah......... 142
G. Latihan Soal .........cccoeviiiiinineseeeeee e 144
BAB IV PEMBAGIAN KEWENANGAN
PEMERINTAHAN .....cooiiieeeeee e 145
A. Pengertian Kewenangan ..........ccccceeceveeveeveeceecenene, 145
B. Konsep Hubungan Kewenangan dan Pembagian
KEWENANGAN .....ceveiiiieiiie e 146
C. Hubungan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintah
DaErah......cooeeiree e 149
D. Peran dan Fungsi Pemerintah Pusat........................ 152
E. Kewenangan Pemerintahan Puset.................ccoceu.... 152
F. Kewenangan Pemerintah Daerah...........ccccceeveneee. 154
G. Latihan Soal .........cccoveeeieieiiseseceeeeee e 155
BABV SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL ..ot 156
A. Konsep Sistem Perencanaan Pembangunan
NBSIONE ..o 156
B. Hubungan RPIMN dengan RPIMD ............ccccue... 157
C. Permasalahan Sinkronisasi RPIMD dan RPIMN ... 158
D. Tujuan Pembangunan Nasional .............ccccceeeuerueene. 160

iii



E. Latihan SOal.......cccoveveiiieieeeeeeee e 161
BAB VI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH . 162
A. Konsep Administrasi Pemerintahan Daerah........... 162
B. Sumber-Sumber Keuangan Daerah...........ccc..c....... 162
C. Perkembangan Administrasi Pemerintah Daerah di
INAONESIA.......ccveiiieciiece e 163
D. Administrasi Pemerintah Daerah pada Masa
Penjajahan Belanda............ccccccovevvcieeveccecieceee 164
E. Administras Pemerintah Daerah pada Masa
Penjajahan Jepang ........ccceeveeereeieeeeseeseseeseeneens 165
F. Administras Pemerintah Daerah Masa Berlakunya
UUD 1945 ...t 166
G. Administrasi Pemerintah Daerah dalam Masa
KeduaBerlakunyaUUD 1945...........ccoovenvnennene 167
H. Reformasi Administrasi dan Birokras
Pemerintahan Dagrah..........ccccooceevveienennencieseeenns 168
[. Latinan SOoal ... 170
DAFTAR PUSTAKA ..ot 171

iv



